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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Permasalahan perlindungan terhadap anak menjadi salah satu isu utama yang 

sering diperbincangkan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini permasalahan 

yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan semakin marak terjadi. 

Permasalahan yang sering terjadi yaitu kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan 

penelantaran terhadap anak. Sumatera Selatan yang merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia mengalami peningkatan kekerasan terhadap anak. Dengan jumlah kasus 

kekerasan terhadap anak sebanyak 250 anak terdiri dari 102 anak laki- laki dan 148 

anak perempuan. Korban kekerasan tersebut terdiri 17 kabupaten/kota yang terletak 

di Provinsi Sumatera Selatan 

Tabel 1 Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 

 

No 

 

Kota/Kabupaten 

 

Jumlah Kasus 

Jumlah Korban Anak 

L P 

1 Kab. Banyu Asin 15 5 10 

2 Kab. Empat Lawang 0 0 0 

3 Kota Lubuklinggau 0 0 0 

4 Kota Pagaralam 16 7 9 

5 Kota Palembang 12 5 7 

6 Kota Prabumulih 36 24 12 

7 Kab. Lahat 15 4 11 

8 Kab. Muara Enim 48 22 26 

9 Kab. Musi Banyuasin 7 1 6 

10 Kab. Musi Rawas 32 9 23 

11 Kab. Musi Rawas Utara 1 0 1 

12 Kab. Ogan Ilir 3 1 2 
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No 

 

Kota/Kabupaten 

 

Jumlah Kasus 

Jumlah Korban Anak 

L P 

13 Kab. Ogan Komering Ilir 19 7 12 

14 Kab. Ogan Komering Ulu 29 13 16 

15 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1 0 1 

16 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 5 1 4 

17 Kab. Pali 11 3 8 

Total Sumatera Selatan  250 102 148 

Sumber : Data diolah penulis, 2022 

 Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak Indonesia (SIMFONI) bulan Desember 2022 yang diolah oleh 

Bidang Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah anak korban kekerasan pada tahun 

2021 sebanyak 250 orang atau capaian rasio sebesar 0,91 (Per 10.000 anak). Capaian 

rasio anak korban kekerasan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 

2019 sebanyak 193 orang dengan rasio 0,71 (per 10.000 anak), tahun 2020 sebanyak 

240 orang dengan rasio 0,84 (per 10.000 anak).  

Gambar 1 Data Kekerasan Anak di Provinsi Sumatera Selatan 
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2020 (193 Orang)
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2022 (250 Orang)

Sumber : LKJIP 
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 Peningkatan kekerasan terhadap anak disebabkan selama Pandemi Covid-19. 

Mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjasi pada keluarga dengan kondisi 

sosial ekonomi yang rendah. Perubahan kondisi finansial keluarga akibat pandemi 

Covid-19 akan semakin memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat 

berdampak fatal pada anak. Anak menjadi korban ledakan emosi ledakan orang tua 

sebagai pihak terdekat dan kecil kemungkinannya melakukan perlawanan.  

 Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, 

mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang 

masih masih dalam kandungan. Anak merupakan investasi sumber daya manusia 

yang nantinya sebagai tongkat estafet penerus masa depan yang memiliki potensi dan 

peranan strategis (Peraturan Pemerintah RI, 2002). Tetapi dengan adanya kekerasan 

yang terjadi pada anak dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Anak tumbuh 

kembang dengan rasa takut dan menyalahkan keadaan sehingga menghambat tumbuh 

kembang anak secara optimal. Diharapkan bertumbuh dengan kembang baik pasti 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangkan fisik, mental dan sosial.  

 Negara juga memiliki komitmen untuk menjamin upaya perlindungan anak 

diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2  yang menyebutkan “Bahwa setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhas atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak merupakan tanggung jawab 

untuk di didik menjadi insan berkualitas dan dipenuhi hak-hak nya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang secara optimal serta terlindungi. Memenuhi hak- hak anak 

pemerintah berupaya melakukan kebijakan dengan kebijakan membangun 

Kota/Kabupaten Layak Anak.  



4 
 

 

 Kota layak anak merupakan sebuah kebijakan dari Kementerian Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai tahun 2006 melalui 

program kota layak anak. Kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Kota/KabupatenKota Layak Anak (KLA) yang menjelaskan 

bahwa (Kementerian PP-PA RI, 2011):  

“Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan proses pembangunan 

mendasari dari hak anak melalui penggabungan komitmen dan sumber 

daya pemerintah serta masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan 

dalam menjamin terpenuhnya hak anak melalui kebijakan atau program”. 

 

 Selanjutnya Kebijakan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak tertuang 

dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 21 ayat 4 dan 5 yang berbunyi  :  

1. Ayat 4 : Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan 

kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam 

penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah 

2. Ayak 5 : Kebijakan yang dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan 

melalui upaya daerah membangun Kota/Kabupaten Layak Anak. 

(Peraturan Pemerintah RI, 2014) 

 

 Kota layak anak (KLA) adalah sistem pembangunan satu wilayah 

administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan 

dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 

Kebijakan kota layak anak memiliki indikator keberhasilan dalam kebijakan dan 

indikator tersebut terdiri dari penguatan kelembagaan dan 6 kluster yang dijadikan 

penentuan keberhasilan dari kebijakan kota layak anak. Enam kluster terdiri dari 

kluster 1 hak sipil dan kebebasan, kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif, kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster 4 pendidikan, 
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pemanfaatan, waktu luang dan kegiatan budaya, kluster 5 perlindungan khusus, dan 

kluster 6 penguaran kelembagaan (Duadji & Tresiana, 2018). 

Gambar 2 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) 

 Salah satu indikator pelaksanaan dalam upaya hak anak melalui 

pengembangan Kota Layak Anak yaitu dilihat dari penguatan kelembagaan yang 

terdiri dari Peraturan Daerah Kota Layak Anak, Lembaga Kota Layak Anak, dan 

keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Indikator Kota/Kabupaten 

Layak Anak membantu keberhasilan dari komitmen pemerintah dalam 

pengembangan kota layak anak. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak 

yang diwujudkan dalam pengembangan kota layak anak ini tidak terkecuali 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga harus melaksanakan kebijakan ini.  

 Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan Kota 

Layak Anak untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari 

kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti 

kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Komitmen pemerintah  dapat 
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berguna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat menggangu proses 

pengembangan Kota Layak Anak.  

 Pengembangan Kota Layak Anak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

perlu merubah pola memerintah (governance) dengan melakukan penguatan melalui 

kerjasama, pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan 

kelembagaan lain. Proses pada perencanaan dan merumusan kebijakan pemerintah 

tidak dapat melakukan sendiri, pemerintah harus melibatkan multi-stakeholders 

(pemangku kepentingan) lainnya. Multi-stakeholders yang dilibatkan dalam tata 

kelola pemerintahan untuk mengambil kepuutusan publik disebut collaborative 

governance.  

 Menurut Ansell dan Gash (2007) istilah Collaborative governance yaitu 

merujuk pada adanya komunikasi dan tindakan bersama dengan para pemangku 

kepentingan (multi-stakeholders), dimana para pemangku kepentingan duduk 

bersama untuk mengambil suatu keputusan publik yang merupakan hasil konsensus 

melalui suatu proses dialog warga secara tatap muka. Proses tatap muka tidak hanya 

dibagian tahapan proses tetapi keseluruhan dari tahapan proses kolaborasi. 

Selanjutnya Ansell dan Gash (2007) memperkuat bahwa konsep membangun, 

termasuk merumuskan kebijakan pembangunan Kota Layak Anak melalui proses 

kolaboratif adalah suatu proses adaptive system, dimana pendapat-pendapat yang 

berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu konsensus.  

 Dalam penulisan ini menggunakan model menurut Ansell dan Gash, yaitu 

kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif (Ansell & 

Gash, 2007). Proses kolaboratif menurut model ini terdiri dari beberapa tahapan, 

yaitu dimulai dari adanya dialog tatap muka (face to face dialogue), membangun 
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kepercayaan (trust building), membangun komitmen (commitment to the process), 

berbagi pemahaman (shared understanding), dan yang terakhir bentuknya hasil 

sementara (intermediate outcome) (Duadji & Tresiana, 2018) 

 Berdasarkan penulisan terdahulu dari Mafaza & Setyowati (2020) dengan 

judul “Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kementul 

Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang” menjelaskan bahwa hasil penelitian yaitu 

kolaborasi masih belum terlaksana secara maksimal. Kendala belum terlaksana 

secara maksimal disebabkan kurangnya kejelasan aturan, pemahaman bersama dan 

komitmen para stakeholders (Mafaza & Setyowati, 2020) . Relevan dengan hasil 

penulisan Anggraini & Mashur (2022) dengan judul penulisan “Collaborative 

Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS)” menjelaskan Collaborative Governance belum 

terlaksana secara optimal dikarenakan belum terlaksana secara berkala kerjasama dan 

perlu adanya kesepakatan secara optimal seperti kesepakatan MOU (Anggraini & 

Mashur, 2022). Selanjutnya hasil penulisan dari Hidayahtulloh & Hutami (2019)  

yang menyatakan kelola kolaboratif dalam pengarustamaan gender masih sangat 

terbatas dan kendalanya yaitu pada proses pembuatan kebijakan belum menunjukkan 

hubungan majerial antar pemangku kebijakan (Hidayahtulloh & Hutami, 2019) 

 Penelitian terdahulu diatas menjelaskan bahwa Collaborative Governance  

masih belum terlaksana secara optimal. Maka dari itu dilihat dari permasalahan 

sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai Collaborative 

Governance dan dalam peningkatan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan 

perlu pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan 

kota layak anak merupakan cross cutting issue atau isu lintas sektoral, maka artinya 
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tanggungjawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh satu pihak tetapi banyak 

pihak yang nantinya memberikan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan 

multi-stakeholders. Perlu adanya penguatan kelembagaan dengan konsep 

collaborative governance dimana memiliki keterkaitan erat dengan aktor gugus tugas 

KLA. Mengingat banyak aktor yang dilibatkan dalam pengembangan KLA serta  

untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan dibutuhkan arah yang jelas dibutuhkan 

konsep collaborative governance. Dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada 

bagian proses kerjasama kolaborasi dalam gugus tugas KLA. Dalam langkah-

langkah penyelenggaraan pengembangan KLA tidak akan berjalan baik jika tidak 

ada penguatan kelembagaan yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan yakni 

pembentukan gugus tugas KLA. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, 

maka perlu dilakukan penulisan dengan judul “Collaborative Governace Dalam 

Pengembangan Kota Layak Anak Di Provinsi Sumatera Selatan”. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat 

diuraikan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Collaborative  Governance 

dalam pengembangan kota layak anak di Provinsi Sumatera Selatan ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis dikemukakan diatas, maka 

tujuan penulisan yaitu : Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 

Collaborative  Governance dalam pengembangan kota layak anak di Provinsi 

Sumatera Selatan  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan kontribusi literatur serta 

menjadi referensi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan collaborative 

governance dalam pengembangan kota layak anak.  

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini, memberikan masukan dan saran kepada 

stakeholders terkait pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi dalam 

perspektif Collaborative Governance di Provinsi Sumatera Selatan.
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